BAB IlI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap pokok permasalahan pada penelitian
ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa implemetasi dari Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang
Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Yogyakarta pasca diterbitkannya
Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga
belum terlaksana dengan baik karena :

1. Tidak implementatif karena muatan materi yang terdapat dalam Peraturan
Walikota Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga bukan
merupakan tindak lanjut dari adanya Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun
2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga.

2. Sosialisasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat, ketua RT/RW
maupun pejabat pemerintah terkait belum memiliki dampak signifikan
bahkan dampaknya belum dirasakan oleh Pekerja Rumah Tangga secara
keseluruhan.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan
Perjanjian Kerja secara tertulis ataupun pentingnya peran Ketua RT/RW
sebagai saksi dalam Perjanjian Lisan.

4. Kurangnya keterlibatan Ketua RT/RW dalam mengawasi dan mengontrol

hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja Rumah Tangga.
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B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Perlu diadakannya sosialisasi ulang terkait Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah
Tangga (PRT) dan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 Tentang
Pekerja Rumah Tangga kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait
seperti  RT/RW. Diperlukan adanya perubahan maupun penambah
isi/muatan/materi dalam Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011
Tentang Pekerja Rumah Tangga sehingga diharapkan mampu memberikan
perlindungan hukum yang lebih jelas bagi Pekerja Rumah Tangga dan
memberikan penjelasan yang lebih rinci kepada Pekerja Rumah Tangga,
Pemberi Kerja, Agen Penyalur Rumah Tangga dan Pemerintah setempat
mengenai hak dan kewajibannya. Perlu adanya kontrol dari aparatur
pemerintah setempat terhadap pelaksanaan penempatan Pekerja Rumah
Tangga yang dilakukan oleh Agen Penyalur Pekerja Rumah Tangga yang
ada di wilayah Kota Yogyakarta. Aparatur pemerintah setempat
diharapkan mewajibkan warganya untuk memberikan laporan adanya
hubungan kerja antara warga masyarakatnya dengan Pekerja Rumah
Tangga disertai dengan penyerahan fotokopi ktp/sim dan/atau perjanjian
kerja.
2. Bagi Pemberi Kerja

Pemberi Kerja perlu memastikan data diri seorang Pekerja Rumah

Tangga dengan baik. Penggunaan Perjanjian Kerja juga sangat diperlukan
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dalam suatu hubungan kerja. Perjanjian kerja ini sebaiknya diketahui oleh
ketua RT/RW setempat sehingga apabila terjadi kasus dalam hubungan
kerja Pemberi Kerja tidak dirugikan. Hak dan kewajiban Pekerja Rumah
Tangga dan Pemberi Kerja juga harus tertuang secara jelas di dalam
Perjanjian Kerja. Apabila Pemberi Kerja memperoleh Pekerja Rumah
Tangga melalui Agen Penyalur, Pemberi Kerja diharapkan membaca
dengan teliti surat Perjanjian Kerja yang dibuat oleh pihak Agen Penyalur.
3. Bagi Pekerja Rumah Tangga

Dalam hubungan kerja diharapkan Pekerja Rumah Tangga selalu
bekerja dengan adanya suatu Perjanjian Kerja yang nantinya akan
menjamin hak dan kewajiban anda sebagai Pekerja Rumah Tangga.
Pekerja Rumah Tangga diharapkan memahami isi Perjanjian Kerja yang

ada.
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